
 
 

 
 

 
 
 
 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK 
NOMOR  6 TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK 
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN 

BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 02 TAHUN 2012 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK 
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN 

BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIAK, 
 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2010 
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Akta Catatan Sipil dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 
02 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Siak 
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak 
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, bertentangan 
dengan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 
Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan dan tidak diperlukan lagi sehingga Peraturan Daerah 
Kabupaten Siak  Nomor 16 Tahun 2010 tentang  Retribusi  
Penggantian  Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk  dan  Akta Catatan 
Sipil dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 2012 
tentang Perubahan Peraturan  Daerah  Kabupaten Siak  Nomor 16  
Tahun  2010  tentang  Retribusi  Penggantian  Biaya  Cetak Kartu 
Tanda Penduduk  dan  Akta  Catatan  Sipil  perlu  dicabut; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  Nomor  16 Tahun 2010 tentang  
Retribusi  Penggantian  Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk  dan Akta 
Catatan Sipil dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 
2012 tentang Perubahan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Siak  Nomor  
16  Tahun 2010 tentang  Retribusi  Penggantian  Biaya Cetak Kartu 
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 
 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;  

 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 ); 
 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474 ); 

 
 
 
 
 
 



4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2004 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 63, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4633); 

 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaranRepublik 
Indonesia Negara Nomor 5234); 

 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5475 ); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK  
 

dan 
 

BUPATI SIAK 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG 
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA 
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN SIAK NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAKNOMOR 16 TAHUN 
2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU 
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL. 

 

Pasal I 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian 
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan Peraturan Daerah 
Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 2012  tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten 
Siak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil(Lembaran Daerah KabupatenSiakTahun 2010 Nomor 
16), (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
 

 
 



Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak. 
 
 

Disahkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 1 September 2014 
 
BUPATI SIAK, 
 
 
SYAMSUAR 

 
 

Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal 2 September 2014 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 
 
 

 
Drs. H. T. S. HAMZAH 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19600125 198903 1 004 
 
LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  SIAK TAHUN 2014 NOMOR 6 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.47.C/2014 
 


